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AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW 

GUINEA CONCERNING COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE) 

 

 

I.  UMUM 

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah 

satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup 

negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman 

dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak 

bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. 

Seiring dengan keinginan untuk menjaga dan mempertahankan 

kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, 

serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang 

pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna 

meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan 

kemampuan pertahanan negara. 

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 

Negara Merdeka Papua Nugini diwujudkan dalam bentuk Persetujuan 

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka 

Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan 
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(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the 

Government of the Independent State of Papua New Guinea concerning 

Cooperation Activities in the Field of Defence) yang telah ditandatangani 

pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini yang 

selanjutnya disebut dengan Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-

Undang. 

Materi muatan dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan 

Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara lain: 

1.  Ruang lingkup kerja sama meliputi: 

a. dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu 

strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama; 

b. pertukaran personel dalam rangka pendidikan, pelatihan 

profesional dan saling kunjung; 

c. berbagi informasi dalam bidang pertahanan dan hal lain, 

termasuk organisasi, doktrin dan kebijakan; 

d. pertukaran intelijen antara instansi terkait dari Para Pihak; 

e. kerja sama di bidang logistik; 

f. mendorong kerja sama interoperabilitas angkatan bersenjata 

kedua Pihak dalam operasi terkoordinasi dan latihan; dan 

g. kerja sama di bidang lain sesuai kepentingan bersama. 

2.  Pembentukan Komite Bersama guna memonitor, mengatur dan 

mengimplementasikan Persetujuan. 

3.  Pelindungan hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari 

pelaksanaan Persetujuan. 

4.  Pelindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam 

pelaksanaan Persetujuan. 

5.  Pembiayaan pelaksanaan Persetujuan, disesuaikan dengan alokasi 

anggaran masing-masing Pihak yang akan ditentukan dalam 

pengaturan pelaksanaan Persetujuan. 

6.  Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi 

dalam Komite Bersama, jika tidak dapat diselesaikan maka 

penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan 

jika sengketa tersebut masih belum dapat diselesaikan maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

www.peraturan.go.id




